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BUPATI PESISIR BELATAR
PROVINS] BUMATERA EARAT

7

KEPUTUSAK BUPATI PEBISIR BELATAN
NOMOR 232413 [¥ighs|BVT-75/2017

TERTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAMANAN KEGIATAN TOUR DE SINGEARAK

Menimbang ;

Mengingat

DI KABUPATEN PESISIR BELATAR TAHUN 2017

BUPATI PESISIR. BELATAN,

v —y |
-

bahwa dalam erangks menjsmin Kezmaznan, Xelerodan
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Kelancaran, dan Kesuksessn, pelaksanzan kegztan Tour
De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatzan Tahun 2017

zhun
yang akan dilaksanana pada tanggzl 19 November 2017,

maka perlu dibentuk panitia pengamanan kegizian Tour De
Singkarak Di Kabupaten Pesisir Selatan Tehun 2017,

bahwa berdasarkan pertimbangzn sebagzimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupat Pesisir
Selatan  tentang Pembentukan Panitza Pengamanan
Kegiatan Tour De Singkarzk di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1936 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten Dalam
Linglkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 23) jis
Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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5, Undnng-undu
pcm(‘-"imahnn g Duf::?:tmr 23 ‘?E\}\.ll\'\ 2014 rontang
Indonesig Tahun "0[41 " (lxmlj':n,mu'_‘ Negava  Republik
Negara Republik lndnrzminogx:‘ .‘p‘.“:‘-’,;»},‘“‘}"'::"""‘_“3 Lembaran
becrapa kali diubah | kl-‘Lzr“h-‘L hﬂmgﬂnumm telnh
Nomor g Tahun BOLE erakhir drngm.\ l."nc!qngnumhm_ﬂ
Undang-Und S ten}i}l\g Perubahan  Kedun  Atas
Pemcn'ntahm{:ngb Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Indonesia Tahun n;(r)alt; Pglx.mbm:\%p Negara Republik
Negara Republile Tndh _ o:nor \,:;»'!\unm\hem Lembaran

nesia Nomor 5679);

6. UndF:m.g—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentany
Admmls_trasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 tentany
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan  Polisi
Pamong Praja;

12. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ©
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor & Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2017;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 'I‘ugnf Pukolxi
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jn.h:_\tnn bt\?klum,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
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KEEMPAT

: Membentuk Paniia Pengamanan  Kegia

. Panitia Pengaman

. uran ,
lt(canmng Alralupml Pesisir Solq( '
bUDatcn ggurm, cndapm:é‘ Nomor 60 Tahun 2016
¢ gaimang ¢8 Selatan 7 don  Belanjn Dacrah
Bupati Pesici telah g ubah ahun  Anggaran 2017,
pembal Sisir Selatan N terakhir dengan Peraturan
iy 18N Keempat oty omor 28 Tahun 2017 tentang
B O 60 Tahup 5 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Clanja Daerah K016 tentang Anggaran Pendapatan
Angggaran o015  KaPupaten  Pesisir  Selatan Tahun

MEMUTUSKAN :

Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Ta
sebagaimana tercantum dalam Lampir
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputu ,
lisi Pamong Praja

: Organisasi n Po
ganisasi Perangkat Daerah Satua pesisir Sclatan

dan Pemadam kebakaran Kabupaten % bidang
bertindak sebagai Ketua Pelaksana keg‘f‘,m{‘{ bupaten
keamanaan Kegiatan Tour De Singkar di KabuP
Pesisir Selatan Tahun 2017. karak
) Singkar
- Keglatan Tour De -
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyal

tugas-tugas sebagai berikut : .
1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rang,Dale
persiapan pclaksanaan pengamanan Kegiatan Tour

Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Tour De
Penunjukan petugas Pelaksana Pengarnanar
Singkajrak di lapangan di tetap kan dengan Surat Tugas

Ketua Pelaksana;

3. Membentuk anggota tim pengamanan yang berasal dan
tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemac'lam
Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan, Dinas
perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Polres Pesisir
Selatan, dan Kodim 0311 Pesisir Selatan.

4. Mengkoordinir ~ dan menempatkan ~ anggota tim
pengamanan di titik-titikk rawan gangguan kelancaran
transportasi atau lalu lintas, kriminalitas serta gangguarn
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di
wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

5. Melakukan evaluasi-evaluasi dan monitoring dalam
rangka kelancaran, ketertiban dan  kesuksesan
pelaksanaan Kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2017.

to

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

i Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
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) ir Selatan pada ke. 'a£3n D erasi
Kegiatan Tour De Singkalrjak Ly ,

1 mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Painan
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